WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR :©92.8.3.3/Kep.L48-Org/I/20626@

TENTANG

PEMANFAATAN SISTEM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Menimbang

Mengingat

KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas,
transparansi  dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik, perlu didukung
dengan pemanfaatan teknologi informasi;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali
Kota tentang Pemanfaatan Sistem Standar Operasional
Prosedur Kota Bekasi;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3663);

Undang-Undang Nomor 25- Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 No 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016
Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022
Nomor 13);

Paraf Koordinasi

Kabag Organisasi Ing |,

Kabag Hukum ikl




13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas Pemerintah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020
Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 3);

15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 50);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 000.8.3.1/14/SETDA.Org tanggal
12 Januari 2026 tentang Pemanfaatan Sistem Standar
Operasional Prosedur Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU :  Menetapkan Pemanfaatan Sistem Standar Operasional
Prosedur Kota Bekasi.

KEDUA : Sistem Standar Operasional Prosedur Kota Bekasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan
untuk menyusun Standar Operasional Prosedur Perangkat
Daerah.

KETIGA : Sistem Standar Operasional Prosedur Kota Bekasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diakses
melalui website dengan alamat https:// e-sop.bekasikota.go.id.

KEEMPAT :  Seluruh Perangkat Daerah wajib menggunakan Sistem Standar
Operasional Prosedur Kota Bekasi.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang
perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Januari 2026

WALI KOTA BEKASI,

Paraf Hierarki
Sekretaris Daerah 4

Asisten Administrasi Umum
Kepala Bagian Hukum L%
Kepala Bagian Organisasi aw -

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan Yth :

1. Wakil Wali Kota Bekasi;

2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. PIlt. Inspektur Kota Bekasi.



